LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAR TINGKAT I LAMPUNG

PENGESAHAN

NOMOR :© 46 TAHUN 1997
TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 199& TENTANG ORGANISASI DAN

TATAKERIJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

Membaca :

Menimbang

Mengingat

"§.0001b-041396

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Suirat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara
Nomor 188.342/78/04-LU/1996 tanggal 27 Nopember 1996
perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Peraturan Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat II
Lampung Utara Nomor 10 Tahun 199& tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Utara.

bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-—
undangan yvang berlaku, dipandang perlu untuk
mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

1. Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

2. Undang—-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688} .

3. Undang—undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3069).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang
Pekerjaan Umum Kkepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353).



10.

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat
Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3487).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987
tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Fasilitas
Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada
Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

MEMUTUSKAaAaNHN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 199&

TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG

UTARA.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 10 Tahun
1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dengan perubahan

sebagali berikut :

A. Konsideran mrngingat angka 1 diubah dan haius
dibaca angka 2 dan angka 2 menjadi angka 1.

B. Pada Pasal 1 huruf b, e, i, f, j, k dan 1
diubah dan harus dibaca:
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Xabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
e. Dinas Cipata Karya adalah Dinas Cipta Karya
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
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Tembusan

1.
2.
3

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta
Rarva Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
ttara;

i. Cabang Dinas adalah Cabang 0Dinas Cipta
KHarya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Utara;

j. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang
Dinas Cipta Karva Kabupaten Daerah Tingkat
II Lampung Utara;

K. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Lampung Utara;

1. Kelompok Jabatan Fungsiconal adalah Kelompok
Jabatan Fungsional Dinas Cipta Karya
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

C. Pada Peraturan Daerah ini kata-kata “Dinas

Perkerjaan Umum Cipta Karvya"” diubah dan harus

dibaca "Dinas Cipta Karva”

D. Pasai 35 ayat (i} diubah dan harus dibaca:

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Daerah setelah mandapat
persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung dengan mandapat
pertimbangan dari Kepaia Kantor Wilavah
Pekerjaan Umum

E. Pasa? 42 pada alinea pertama kata “ssjak”
diuba dan harus dibaca “"pada” dan alinea

Kedu a d1anrara kata Agar dan setiap ditambah

kata “supaya,” sehingga dibaca "Agar supaya

setiap... dst..”
Pasal 2
Keputusan 1ini mulai beriaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabiia dikemudian
hari ternvata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mustinva.

Ditetapkan di Telukbetung

pada ta =

disampaikan kepada Yih

Menteri Dalam Negeri di JAKAI

TA.

POEDJOND

)21 April 1997,

Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Kepala Inspektorat Witayah Prop.

Lampung.




